
 

 
 

 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN BUTON UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

        KABUPATEN BUTON UTARA  

  NOMOR :  228/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X /2019 

 

TENTANG 

PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN 

PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020  

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA, 

 

 
Menimbang:    a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur ddan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota; 

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud 

pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan 

Persyaratan Pencalonan Jumlah Minimal Dukungan dan 

Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020. 

Mengingat  :       1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

S A L I N A N 



Indonesia  Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 

4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonnesia  Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan  Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

6.   Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

7.   Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 



8.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan 

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan/atau 

Wakil Wali Kota; 

9.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan   Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 22 Tahun 

2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilhan Umum Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur 

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor  

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan  Umum Provinsi, dan  Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Tahun  2020. 



13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara 

Nomor 201/PL.02.1-Kpt/7410/KPU-Kab/IV/2019 Tentang 

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 

Ketiga ; 

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara 

Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 Tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton 

Utara Tahun 2020. 

Memperhatikan  :  Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Buton Utara Nomor 117/PL.02.2-BA/KPU-Kab/X/2019 tentang 

Persyaratan Pencalonan Jumlah Minimal Dukungan Dan 

Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam 

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 

2020. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan        KEPUTUSAN  KOMISI PEMILIHAN  UMUM KABUPATEN BUTON 

UTARA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH 

MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PASANGAN 

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020. 

KESATU            : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Jumlah Minimal 

Dukungan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan 

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Utara 

Tahun 2020; 

KEDUA : Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai 

dasar Penetapan dukungan calon perseorangan adalah 44.383 

(empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) Pemilih; 

KETIGA              : Jumlah paling sedikit dukungan persyaratan pasangan calon 

perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton 

Utara tahun 2020, sejumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah 

Daftar PemilihTetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil  



Presiden Tahun 2019 Kabupaten Buton Utara yaitu 4.439 

(empat ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) pemilih;                                  

KEEMPAT :    

 

 

 

 

 

KELIMA :   Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

 

Ditetapkan di  : Buranga 

Pada tanggal   : 26 Oktober 2019 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BUTON UTARA, 

 

        ttd 

 
 

           HASRUDDIN 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BUTON UTARA 

Kepala Sub. Bagian Hukum 
 

 

 

MUHAMMAD RUSYAID 

 

Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebaran Pasangan 

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil 

Bupati Buton Utara Tahun 2020, sebagaimana dimaksud 

pada DIKTUM KEDUA harus tersebar di lebih dari 50 % (lima 

puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Buton Utara 

yaitu minimal 4 (empat) Kecamatan; 


